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Kontraktor

Buka Suara

‘@ Kasus Kredit

Fiktif di Bank -
Daerah

@ Dewan Kalbar
segera Panggil
Pihak Bank

PONTI-
ANAK—Kon- 3
traktor angkat @
bicara terkait
proyek fiktif
pada Kemen-
terian Pemba-
ngunan Daerah §
Tertinggal dan #&
Transmigrasi
(PDTT) di Ka-
bupaten Beng-
kayang Kali-
mantan Barat. Pihak pelak-
sana juga merasa menjadi
korban karena sudah telan-
jur mengeluarkan investasi.
Hal ini terkait kasus pen-
cairan Kredit Pengadaan
Barang dan Jasa (KPBJ)
fiktif yang merugikan bank

daerah senilai Rp8,8 miliar.

"Jujur, pihak pelaksana
kalau demikian pasti selalu
menjadi korban. Banyak
teman-teman tidak percaya
kalau program PDTT itu
ternyata fiktif. Padahal uang
sudah banyak dikeluarkan,”
ungkap Andri nama satu di
antara pemilik CV pelak-
sana proyek ini.

Ia seakan tidak percaya .
bahwa pro-
gram yang lama
‘dikawal’ pelak-
sana itu adalah
fiktif. Padahal
investasi untuk
melaksanakan
pekerjaan, mu-
lai dari bahan
hingga upah
tukang yang
sudah dikeluar-
kan pelaksana

Martinus Sudarno jumlahnya tidak

kecil. Ketika program atau
proyek tersebut sebenarnya
tidak ada alias fiktif, jelas
pemilik ‘bendera’ (CV/PT)
telah dirugikan. :
"Mekanismenya, uang

@ Ke Halaman 7 kolom 1
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Kontraktor Buka Suara

Sam-bunéan dari halaman 1

KPBJ itu cair sampai 60 pers-
en dari nilai proyek. Ada juga
kawan-kawan kerja sudah
selesai 100 persen. Siapa
yang mau gantiua» 3pemilik
32 bendera (CV/ PT) karena
proyek sudah selesai dikerja-
kan tapi fiktif,’ ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa

proyek tahun 2018 tersebut
awalnya jelas tertera dalam
Daftar Isian Pelaksaan Ang-
garan (DIPA) pada Kemen-
terian PDTT No. 0689/060-
01.2.01/29/2018. Proyek
tersebut adalah program
tahun 2018. Pihak penang-
gungjawab dari PPK atau
PPTK dan KPA mengeluar-
kan semacam SPK (Surat
Perintah Kerja).

"Jadi bagaimana mau
dikatakan fiktif kalau ad-
ministrasinya jelas. Tetapi
ternyata di lapangan dan
setelah selesai uangnya

malah tidak ada. Ada 32 pe- .

rusahaan dari 74 paket yang
sudah mengambil semacam
uang termin berupa KPB]J,
ujarnya.

Dia pun memmta ada

keadilan dari pihak Kejak-
saan Tinggi Kalbar yang su-
dah memproses PPK. Pasal-

nya pelaksana atau pemilik
Bendera (CV/PT) jelas-jelas
sudah menjadi korban.

”"Kan kontraktor tahunya
bekerja saja. Kalau sudah
selesai, lalu dibayar pemer-
intah. Nah, bagaimana uru-

*sannya kalau sudah selesai
_ tetapi uangnya tidak ada,’
ujar dia.

Seperti diberitakan, Ke-
jaksaan Tinggi Kalimantan
Barat menangkap dan me-
nahan Herry Murdiyanto,
seorang Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Proyek
Kementerian PDTT, Jumat

(22/11) lalu. Ia tersangkut

perkara pencairan KPBJ
fiktif melalui salah satu bank
milik pemerintah daerah.
Nilai kredit yang dicairkan
sebesar Rp8,8 miliar.

Kepala Seksi Penkum Ke-
jati Kalbar, Pantja Edy Set-
yawan menjelaskan, dalam
kasus ini, selaku PPK, Herry
Murdianto menandatangani
proyek 32 perusahaan yang
mendapat kredit dengan
jaminan SPK (Surat Perintah
Kerja).

‘Setelah kredit dicair-
kan, belakangan diketa-
hui ternyata SPK yang dija-
minkan adalah fiktif. Herry
Murdiyanto diduga tidak

melakukan verifikasi terh-
adap kebenaran SPK terse-
but. Akibatnya, bank sebagai
pemberi kredit mengalami
kerugian sebesar Rp8,8 mil-
1ar. s

DPRD Panggil

Pihak Bank ;

Menanggapi kasus ini,
Martinus Sudarno, Ketua
Fraksi PDI Perjuangan juga
merasa marah ketika ada
dana milik masyarakat mela-
lui bank daerah jebol hingga *
Rp8,8 miliar. Pihaknya pun
berencana memanggil pihak
bank untuk dimintai klari-
fikasi.

"Bank itu milik pemprov

dan kabupaten/kota. Dana.

penyertaan modalnya dari
dana APBD. Ketika bisnis
diurus manajemen bank
daerah merugi, harus ada
semacam punishmentdong,’
ucapnya lantang.

Ia mendesak pihak bank
untuk berani memberikan
sanksi tegas kepada oknum
pegawainya jika terbukti
melakukan kesalahan dalam
kasus ini. “Kami juga akan
panggil Bank Daerah. Tapi
tunggu AKD (alat kelengka-
pan dewan) terbentuk. Pe-

manggilan nantinya berada’

di Komisi Il yang mengurusi
perbankan dan keuangan,’
tuturnya.

Menurut Sudarno, pem-
beritaan tentang bank
daerah ini belakangan terus

‘mencuat ke permukaan.

- Wakil rakyat selakupemberi-

dana penyertaan modal juga
perlu tahu kasus-kasus apa
saja yang terjadi, selain KPBJ]
fiktif Rp8,8 miliar ini. ”Pasti
dipanggillah,” ujarnya.

Ia berpendapat, pihak
bank mestinya selalu men-
junjung tinggi kehatian-

_hatian dan ketelitian ketika

memberikan kredit proyek.
Seharusnya sejak jauh hari,
sudah diketahui bahwa
program di Kementriaan
PDTT itu fiktif. "Seandainya
berpatokan dari jaminan
SPK, telusuri SPK sampai di
mana. Jangan terlalu mudah
dicairkan apalagi program
_ dana pusat. Yangjelas, prin-
sip kehati-hati harusnya
diutamakan,” ujarnya.

Dia pun mengomentari
ditahannya oknum PPK oleh
Kejati Kalbar. "Kan ada keru-
gian uang milik pemprov/
pemkab/pembkot ini. Sita.
saja harta bendanya ter-
masuk usut siapa saja yang
terlibat” tuturnya. (den)
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